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ABSTRAK

Pensangkatan anak adalah salah saly jalan vang ditempuh oleh seseorang
uriuk  memenuhi kmrwinuu untk  memperoleh anek  melaln jalur yang
dibenarkan tidak melangear hukum. Menpgenai pengaturan dalam pe ngzlnékxltun anak
il belum diatur secars lengkap dan sempurna, sehingea menimbulkan tuntutan kearah
hukum nasional. Hal inidah vang menarnk perhatian peoubis antuk melakukan
penelitian lebih lanjut mengenar pengangkatan anak ini.

Permasalohan vang penulis bahas dadam skepst e adalah parsteran mans
vang digunakan dalam penganpkatan anak di Pengadilan Negeri Bukittingg
Sapaimans pelaksanaan pengangkatan anak i Penpadilan Negen Buksttimger,
kendala vang dibadapi para pihak, hubungan antara anak angkat dengan orang Lug
Landung setelab pengangkaian serta perlindungan vang diperoleh para pihak dengan
adanva putusan pengadilan negen.

Metpde penclitian yang penuliz gunakan datam penulisan un bersifat yuridis
sosiologis vaity pendekatan masalah melalui peneliian hukum  dengan melihat
peraturan leun“l"ll‘.E-LIHG"lIILHH vane ada dan dibubungkan denpan  prakieknya
dilapangan, kemudian data vang diperoleh dianalisis dengan anaiisis koalitanl’

Berdasarkan hasil penelitian yvang penulis lakukan menenjukkan bakwa belum
terdapal peraturan yang mengatur pengangkatan anak secara lenpkap. namun dapal
ditemur  dalam heberapa peraturan perundang-undangan.  Sedangkan  mengenai
pelaksanaan penpanpkatan anak it sendicl dapat dilakukan secara formal dan
intarmal, prosedur formal ditakukan melalw penetapan pengadilan negeri dan telah
sesuml dengan perslwian vang berlakw, sedangkan pengangkatan anak melalu
procedur informal banyak dilakukan dan berlaku pada masyarakat hukum adat dan
karena |'Il|m.|'| 1 adat i terdapar keanckaragaman maka prosedur pengangkatan anak
menurut hukum adat juga beranckaragam. Dan hubungan hukum yang ditimbulkan
dengan pengangkatan anak ind bagi kedoa belah pihak baik orang tua angkat maupun
anak angkat akan menghadap kendala-kendala dalam muelakukan pengangsatan anak,
mi berkatan dengan fakior vuridis, sosiologis, physikologs. Dengan pengangkatan
ne huebungan anak anpkal dengan orang wa Kandung hanva terputus berkenaan
dengan hubunpan perwabian dan kewansan sedangkan hubongan darab ndak dapas
hputuskan aleh apapun juea, mmedapat dilihat apabila pengangkatan anak diputus batk

salal saty pibak maupun oleh kedua belah pibak secara bersamaan, maka sianak
dapar kembali keorang tua kandungoya, 1o menenjukkan masth ada hubungan bathin
Ziantara mercka meski lelab terjadi pengangkatan anak

Adapun  perlindungan vang  deperaleh para prhak vang  melakukan
cengangkatan anek adalah kepastian bukum sepanjang putusnya hubungan hukem
cang lama dan timbulnva hubungan hukun yang baru yang memberikan kepada
wasinp-masing prhak hak dan kewapiban vang harus dipenobi setelah pengangkatan
snak im Sedangkan keputusan penetapan pengangkatan apak dapat dijadikan
colengkapan bukt untuk mengurus lunjangan bagi pegawal negen vang melakukan
enganekatan anak dan bapi anak angkal berouna untuk keperluan pendidikan dan
21 bukb unluk perwalian mengurus warisan orang tua anekal.

Dizpar disimpulkan bahwa  masyarakat BuKitinggs mengerti - penbingnya
~coaksanaan penganckatan anak i dilakukan melalo Pengadilan adalah wntuk

nen kepastian hukum sekaligus untuk perlindungan hukum.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Foelugrea mempuival peranan yang penting dalam kehidupan mEnsia,
sehaeai makhluk sosial vane merupakan kelompok masyarakal vang terkecil,
vang terdirs dari avah, ibu dan anak. Akan tetapi tdak selalu ketiga unsur tersehut
terpenuhi, schingga kadang terdapat suatu keluargs yang tidak mempunyai anak.

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga adalah merupzkan suaty
weharusan, Rasanva belum lengkap sebuah keluarga tanpa adanya seorang anak.

Keinginan unluk mempunyai seorang anak adalah nalun manusia yang
alemizh, akan tetapi sering terbentur oleh takdir Habi, dimana keinginan untuk
mempunyal anak tidak tercapat. Dalam hal pemilikan anak im, usaba vang
mungkin mereka lakukan adalah mengangka anak atau adopsi'’

Masalah adopst sekarang ini semakim banyak diperbincanghkan dalam
sasvarakat kit dan juga telah mendapat perhatian dar pohak pemerintah.

Keberadasn adopsi di [ndonesia sebagal suatu lembaga hukum masib
Selum sinkron, schingga lembaga adopst masih merupakan probiema bag
nasvarakat.

Datam Fngkunoan masyarakat adat, adopst dikenal dengan berbagar monl
dengan medl untuk memperoleh paris keturunan Taki-lake, mavpun entuk mabil
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Kemudian dengan divndangkannya PP No 7 tabun 1977 tenlang peraturan
saji pegawal negeri sipil vang memungkinkan adops: bagi pegawai negeri dengan
nenpajukan  permohonan .u;lu'ﬂs.i yang  bersifal administrast vang  didorong
einginan untuk memperaleh lwunjangan dari p-.:rnn:rl.nlnh:".

Adopsi di Indonesia dilakukan dengan maoul yang Lerbeda-beda, antara
ain dapat disehutkan karena ketnginan untuk mempunyar anak, karena ada
arapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak selelah mengadops anak,
carena enluk disadikan sebapar teman bagl anak lunggeal yang sudah ada, atau
carena ada rasa belas kasihan lerhadap anak terlantar, anak vatm, moskean dan
zin-lain.

Feaduan adopsi di indonesia pada umumnya masih belem jelas
keberadaanye, schingea masalash e merupakan problema bagr masvarakai
terutama dalam Ketentuan hukumnya

Metidekseragaman ketentuan hukum lentang adops o1 di Indonesia, baik

Letentuan vang terdapat dalam BW maupun vang terdapat dalam hukum adat

=

saupun hukum Istam, akan mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan anak.
Pembhahasan mengenai pengangkatan anak dalam KUHPerdata tadak
wir, hanva saja dalam pasal KUHPerdata hanva menjelaskan tentang maszlah

-warisan dengan istilah anak Tuar kawin atau anak vang diskui Cerfend ko)

it di atur dalam buku ke satu Bab VI bagian kedua dan ketiga tentang orang
e Sedangkan menurot hukum adat di Indenesia yang terdapal 19 Tingkungan

zerah hukum terdapat keanekaragaman hukum antara saiu daerah dengan deerah
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BAB IV

FENUTLR

A, KESIMPULAN

I Didadam pelaksamaan pengangkatan anak pada Penpadilan Negeri didasarkan

padin peratusan perundangan yang berlobu adalab
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Uindang-undang Mo, 04 Tabun 1979 tentange Kesejabteraan Anak

sural  Edaran  Mahkamah Apong Bl Noo D6 Tabun 1983 tenang
FPenyempurnazn SEMA Kl MNe. 02 Tahen 1979 tentang Pengangkatan
Anik.

Sk Meneri Sosial Moo 41/ Huk £ Kep / VI 71984 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penizinan Pengangkatan Anak.

Sedangkan Sth 1917 Ne. 129 tdak berlaku lag karena tidak sesuar

dengan keadaan dan jiwa banpsa Indonesia.

2 Dalam pelaksanaan pengangkatan znak di Pengadilan Negeri Bukitinggr

sehubungan dengan syarat dan proscdur pengangkatan anak adalah

Svaral Pengangkatan Anak :

- hurat mikah orang toa kandung,

- Aklg kelabiran anak,

- Burgt persetujuan penyverahan anak dararang g kandunpe dhiketahm
[urah setempat.

- Surat nikah orang tua vane menpanekat anak.

- Kartu Tanda Penduduk orang tua angkal.

- DaBar perincian gaji bagl pegawal negert
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